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PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mangatur dan
mengurus kapantingan masyarakst setempat menurut prakarsa sendirl
berdasarkan aspirasi masyarakat sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Alnsan-alasan yang mendasari perlunya otonomi daerah lerdetak pada
prinsip-prinsip:

Deamokratisasi;

Ekonomi, Efisiensi, dan Efeltivitas [vedue for money);
Transparansi;

Aluntabilitas Publik; dan

Partisipesi Masyarakat,

qalll oot Tl o

Tujuan utama penyalenggarasn otonomi daerah sdelah untuk mening-
katkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perckonomian daerah.
Pada dasarnya lerkandung ligas misi ulama peleksanaan olonomi daerah dan
desentralisas] flskal, yaltu: (1) meningkatkan kualltas dan kuantlas pelayanan
publik dan kescjahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivilas
pengelolaan sumber daya daersh, dan (3} memberdayakan dan menciptakan
ruang hapi masyerakat [poblik] untuk berparlisipasi dalam proses
pembangunan.

Kabijakan pemberian otonomi daesrsh dan desentralisasi fiskal mera-
pakan langkah strategis dalam dua hal, Perfamae, octonoml daerah dan
desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia
berups ancaman diinlegrasl bangsa, kemiskinan, ketldakmerataan
pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah
pembangunan sumber daya manusia. Keduno, otonomi deaerah dan de-
sentralisasi fiskal merupakan langkah sirategis bangsa Indonssia untuk
menvongsong era plobslisasl ckonoml dengan memperkuat basls por-ckonomlan
daerah.

Prlaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal vang didasarkan
pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang I'emerintahan Daerah dan UL No. 25
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Tahun 1804 tantang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan [aerah
memiliki makna yang berbeda dengan otonomi dasrah berdasarkan UL No. 5
Tahun 1974, Perbedaan tersebut adalah dalam hal:

Latar belakang
Reformasi kalambagaan
Reformasi keuangan
Reformasi enggaran

el o b

1.  Latar Belakang

Latar belakang UII No, § Tahun 1974 adalah menitikberatkan paranan
den tanpgung jawab pemerintah dearah kepada. pemerintah pusat untuk
menjalankan pembangunan nasional. Sebagai konsekuensinya, pemerintah
daerah lebih mematuhi arahan dan instruksi pemerintah pusat daripada
memperjuangkan aspiresi masyarakat daerah.

LU No. 22 Tahun 1999 mengatur penyelenggaraan olonomi daerah dengan
menekankan kepada prinsip-prinsip demokrasl, peran serta masyarakat,
pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman

daerah.
2. Reformasi Kelembagaan

Reformasi kelembagaan pada dasarnys merupakan pelaksanasn asas
desaniralisasi penuh kepada daerah ksbupaten dan kote. Implikasinya adalah:

a.  Penyelenggaraan otonomi daeral secara luas, nyata dan berlanggung jawab.

b. Pambarian kewenangan daerah mencakup semua kewenangan dalam
zeluruh bidang pemerintahan, kecuali dalam bidang politik lnar neger,
pertehanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serla
kewenangan di bidang lain.

c.  Pemberian wewenang yang lebih besar kepada DPRD untuk memilih
kopala daerah, mengesahkan anggaran daerah, menalapkan Arah dan
Eehijakan Umum APBD, serta Strategi dan Friovilas APBIL.

d, Perlunya dilakukan restrukturisasi lembags-lembaga publik yang ads
secara efisien dan efektif,

3. Reformasi Kenangan

Reformas! keuangan berhubungan dengan perubahan sumber-sumber
pemblayaan pemerintah dasreh yang meliputi perubahan sumber-sumber
penerimaan kevangan daeral dan perimbangan keuangan antara pemerintah

pusil dan pamerintahan daerah,
Dimensi reformssi keuangan dacrah tersebul adalah:
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Perubahan kewsnangan daersh dalom pemanfoaton dana perimbangan
kevangan.

Perubahan prinsip pengelolaan anggaran kas dan cadangan anggaran,
Perubahan prinsip penggunaan dana pinjaman dan deficit spending.
Perubahan sirategi pembiayaan melaloi prinsip kemitraan.

Reformasi Angparan

Heformasi anggaran (budgeting reform] melpull proses penyusunan,

pengesahan, pelaksanaan dan perlanpgungjawaben enggaran, Berbeda dengan
UL No. 5 Tehun 1974, proses penyusunan, mekanlsme pelaksanaan, dan
perlanggungipwaban anggaran deerah menurul UL No, 22 Tahun 1999 adalah
tidak diperlukan lagl pongesaban darl BMenterd Dalam Negeri untuk APBD
Propinsi dan pengesahan Gubernur untuk APBD Kabupaten/Kota, melainkan
diperinkan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DOPRD) melalui
Feraturan Daerah.

ap o

e

Ruang lingkup reformasi anggaran;

Perubahan stroktur anggaran (budget structire reform);
Perubahan proses penyusunan APBD [budeetl process reform);
Parubehan formet dan administrasi peleksanasn; den
Perubahan prinsip akmntansi (cccounting reform).

MOMENTUM DIKELUARKANNYA U0 NG, 22 TAHLIN 1999

Mereakiualisasikan kewsnangan pemerintah dasrah apar sesuai dengan
kebutuhan nyata masyarakat daerah yang bersangkutan.
Menghilangkan ketergantungan dan gejala penveragaman kewonangan
sacara herlebiban,

MMengurangi secara signifikan patronasi dan kooptasi daerah oleh pusat
Melakukan restrukiurizasi kelembagaan pemerintah dasrah

Melakukan reposisi personil den meningkatkan diskresi pemarintah
daerah dalam menajemen parsonil:

A Recruitment,
b.  Placement,

i Developmont,
d. Appraizal, dan

g.  Hemunerafion.

Pemberdayaan NPRD; peningkatdan peran DPRD dalam penyelenggaraan
pomarintahan deecah.

Peningkalen ranajemen pelayanan publik; berkurangnya pendekatan fop-
down dalam pembangunan

Meningkatkan aluntabilites publik pemerintah daerah.
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10,

Meningkatkan diskresi pemerintah daerah secara keseluruhan dalam
penyelenggaragn pamerintahan deerah.

Berkurangnya intervensi pusat dalam penentuan program pembangunan
dan meningkat penyaluran aspirasi daerah dalam pembangunan deerah.,

MOMENTUM MKELUARKANNYA UL NO, 25 TAHUN 1984

Meningkatkan diskresi daerab dalam memanfaatkan Dana Alokasi
Umnum.
Baralihnya prioritas pombangunan darl sektoral kepada replonal,

Meningkatkan Bagian Daerah bagi daerah penghasil devisa.
Adanya kepastion besarnya alokael dana dengan slstem Dana Alokasi

Umum yang didasarkan atas potensi dan kebutuhan daerah.

Daerah dapat mempricritagkan alokasi dana sesual ﬂﬁﬂg&l‘l l:abutuhann_ﬁ.
Daerah dapat meningkatkan pendapatannya dari sumber dava alam
nasional yvang ade di daerahnya, seperti: pelebuhan, perkebunan,
kehutanan, pertambangan, dst.

Terjadinya pengalokasian dana sesuai dengan skala prioritas daerah dan
akuntabilitas yang lebih besar karena pengewasan yang lebih kual di

tingkat lokel [mekanisme check and hafonce).
Momberikan diskresi pada daerah untuk lebih rasional dalam

pemanfaatan sumber penerimaan daerah. Daerah akan lebih bertanggung
jawab atas pemanfaalan dana dan mengurangi ketergantungan erhadap
arehzan dan petunjuk dari pusat. Hal ind merupakan proses pendidikan
untuk meninglkatikan kemandirian pemerinteh dasrgh dalem pembiayasn

olonominya.
Parlunya keabtrol dan peran yang leblh koat davi DPRD techadap

pemanfaatan dans untuk kepentingan daerah yeng selama ini lebih
ditentukan oleh plhak eksekutll atas dasar arahan dan pelunjuk dari

pemerintah pusat,
Sacara hertahap lorjad] rastonalisasi werhadap kewenangan-kewenangan

dan pembiayaan vang tidak perhu.
Sumber keuangan yang baru berdazarkan UU No. 25 Tahun 1999 adalah

Dana Perimbangan. Dana perimbangan bertujuan agar:

: 7

2.

Terjadi perimbangan keuangsn antara pemerinlah pusal dan daerah (ver-
tical imbalance).

Terjadi pameralaan antardasrah sacara proporsional, demokratis, adil dan
transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan
daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata
cara penyelenggaraan kewsnangan lersebul, larmasuk pangelolasn dan
pengawasan keuangannya (Aorizontel imbalanee).

Dana perimbangan lardicd atas:
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1.  Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Penghagilan (PPh) orang pribadi,
Pajak Bumi dan Bangunan (PRB), Bea Peroleban Hak atas Tanah dan
Bangunan [BPHTB), dan penerimaan sumbar daya alam [SDA).

Dana Alokasi Umum [DAL].

Dana Alokasi Khusus (DAK).

ol

MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DAERAH MELALUT OTONOMI
DAERAH

Setiap bangsa di dunia dewssa ini dihadapkan pada kalergantungan glo-
bal. Ketergantungan global yang dimaksud adalsh ketergantungan antara napara
yang salu dengan negara yang lain vang membentuk suatu sistem akonoml
global. Konsekuansi adanya ketergantungan global tersebut adalah peristiwa
ekonomi pada suatu negara, seperti depresi ekonomi, dapat berkembang dan
menuvlar dengan cepat ke negara lain, Ketergantungan perekonomian Indone-
sin pada mass sekarang terhadap sistem perekonomian internasional merupakan
hal yang tidak bisa dihindarkan.

Fenyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi di era refurmasi ini
berlangsung sejalan dengan cra ketergantungan terhadap slstem perekonomian
global, Pada satu sisi, globalizasi ekonomi diharapkan dapat meningkatksn
kesejahteraan masyarakat dunia. Namun pada slsi lain, globalisasi
perekonomian yang berimplikasi pads globalisasi teknologi informasi dan
kebudayaan dunda, dilihat sebagai ancaman bagl rksistensi suatu nsgara,
termasuk ancaman bagl perekonomisn nasionsl dan perekonomian lokal
(daerah). Globalisesi perekonomian da pat dianggap pula sebagai bentuk bary
dari kolonislisme dan imparialisme internaslonal yang bertujuan
mengintegrasikan sistem ekonomi internasional yvang dapat memalikan
parekonomian lokal,

Untuk menghadapi dampak globalisasi perekonomian dunia dan
liberalisasi perdagangan, maka perlu disusun sistem ekonomi nasional yang
memberi kesampatan kepada kemandirian perakonomlan daerah yang kokoh
dan langguh. Pambangunan ekonomi deerah membutubkan visi dan arah
kebijakan yang jelas yang sejalan dengan kebijakan perekonomian rasional,
Untuk itu peran DPRD diharapkan semakin optimal dalam menentukan visi,
miei, arah, dan kebijakan pembangunan daerah.

Tantangan globalisasi ekonomi adalah peningkaten persaingan ekonomi
antar negara-negara dalam suatu sistem ekonomi internasional maupun re-
Elonal. Salah salu cara memanfaatkan perdagangan internasional adalah
meningkatkan daya saing melalui peningkatan efistensi dan produktivitas kerja.
Hal itu dapat dilakukan dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia
dan pembangunan leknologi, Dalam konteks ini, pengembangan ekonomi rakyat
scharusnya diarahkan atau berorientasi pada perubahan struktural dengan
memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian
nasional,
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Untuk mensukseskan pelaksanasan olonomi deerah perlu disusun tata
akonomi naslonel dan tala ekonomi deerah yang mampu monghastikan sinergi.
Tate parakonomian nasional dan daerah terscbul harus dilandasi oleh visi dan
arah kebijakan yang jelas, sehlnggs mampu mewujudkan kesejahteraan
masyerakal.

PEEMASALAHAN PEMERINTAH DAERAH

Sampai saat ini, secara umum pemerintah daerah masih mengalami
banyak masalah, Permasalahen yang banyak dirasakan olsh bebarapa daerah
dalam tahap awal otonomi daerah ssat ini adelah ketidakenkupan sumber daya
finansial. Hal tersebut jugs ditambah dengan adanya pemahaman dan persepsi
yang salah mengenai olonomi, di antaranya adalah pemahaman oleh sebagian
pihek bahwa otonoml sama dengan “antomoney.” Masalah yang dihadapi
pemerintah daerah terkait dengan kurangnya sumber days finansial antara lain:

1.  Tingginya tingkat kebutuhan daerah [(fisced need) sementara penerimaan
daerah (fiscol copasity) tidak cukup untuk membiayai kebutuhan daerah,
sahingea keadaan tersebut menimbulkan fiscal gap;

2. Kualitas pelayanan publik yang masih memprlhatinkan sohinggs
menyebabkan beberapa pl'ﬂduk. pelayanan publik yang sebenarnya hisa
dijunl ke masyarakat malalui charging for service direspon secara nagatif.
Eeadaan tersebut juga menyebabkan keongganan masyarakat untuk taat
mambayar pajak dan retribusi deerah;

1,  Rendahnya kualitas sarana dan prasarana [seperti: jalan, pasar, terminal,
dan sebagainya) sehingga menyebabikan kelesuan ekonomi daerah:

.4, DAU dari pemerintah pusat yang tidak mencukupi; dan

5,  Belum diketshui polensi PAD yang mendekati kondisi riil.

IMPLIKASI OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI FISKAL
TERHADAP SEKTOR PERBANKAN

Pelaksansan otonomi dasreh dan desentralisasi fiskal akan membarikan
Implikasi penting terhadap kinerja perekonomian dasrah, Kinerja perekonomian
deerah di_pangumhi nleh arah dan kebijakan fiskal dan moneter. Oleh karena
itu, perlu dilakukan harmonisasi kebijekan fiskal dan moneter antara
pemarinlah pusst den dasrah. Hermonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah yang dilakuken melalui penetapan kebijakan
perpajakan, kebijakan pinjaman luar'negerd, dan pengaturan surplus dan defisit
anggaran harus tetap memperhatikan kepentingan dan kondisl deerah.

Dumikien juge, harmonisasi arah dan kebijakan moneter harus dilakukan
dengan memperhatikan kandisi perekonomian daerah. Kinerja perekonomian
dasrah merupakan salah satu faktor yang harus dikaji dalam rangka menentukan
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arah kebijakan memeter. Bagi dunia perbankan, kajian mengenai perekonomian
daerah merupakan hal yang sangat penting dalam rangks pelaksanaan otonami
dasrah dan desentralizasi fiskal.

Pelaksanaan otonomi dasrah sudah barang tentu akan mampenganthi
sektor perbankan di daerah, Seiring dengan hal torsebut, sektor perbankan di
daereh harus didorong pertumbuhannya. Perkembangan perbankan dl dasral
perlu ditonjolken, karena salah saty peran perbankan daerah tersabut adalagh
untuk mendorong ekonomi daerah, Dengan demikian, diharspkan mampu
tercipta simergi antara pemerintah dasrsh dengan perbankan dasrah dalam
memajukan perekonomian daerah,

Dengen otonomi, dacrah dituntut untuk mencard alternatif sumber
pembiayaan pembangunan tan & mengurangi harapan masih adanya bantuan
dan bagian (shoring) dari pemerintah pusat. Pemerintal daerab dituntur uniuk
depat menarik investor asing agar bersama-sama swasta domestik mampy
mendorong pertumbuhan skonomi desrah. Dengan kondisi seperti ini, puranan
investasl swasta dan perusabasn milik negara dan dacrah (BUMMN/BLUMD)
sangal diharapken sebagai pemacu wlama pertumbuban dan pembangunan
ekonomi daerah (engine of growth dan sebagal center of economis activities),
Mungsi den peran perbankan di daerah sangat penling sebagai pengatur laly
lintas uang di daerah. Perbankan di dacral; dibarapkan dapal menghidupkan
perekonomian daerah. Fungsi perbankan di dasrah dapat diibaratkan sebagai
jantung yang mengatur lalu lintas "dursh” dalam sistem lubmh. Perbankan oi
daerah harus senantiasa menjags jumlab “dargh” [dalam artl peredaran vang)
dan memompskannys ke seluruh sistem kehidupan ekonomi sgar tidak
kelebihan (overfiknid) atay kekurangan likuiditas (#ikuid) sehingga
mengganggu kesehatan ekonomi daerah.

Pertumbuhen ekonomi daerah secara langsung akan mempangarulii
pertumbuhan perbanken daerah. Jika perekonomian masyarakal daeral lasuy,
make perbankan di dacrah tersebut juga akan mangalaml! kelesuan, demikian
pula sebaliknya. Untuk itu perlu dilakukan kerja sama yang saling
manguntungkan antara lembeaga kevangsn di dasrgh dengan DI'RD, pemerintaly
daerah, masyarakat, dan pengusaha daerall, Perlu dilakukan program kemitraan
antara bank dengan pengusaha di daerah, terulama usaha kecil dan me nengah
secara lebih mengakar dan berkelanjutan {susteinehie),

Masalah yang dihadapi oleh pengusaha di dasrah terutama usaha kel
dan menengah adalsh upaya meningkatkan skala usaha, kualitas produk,
profitabilitas, dan daya saing. Seiring dengan pelaksanan otonomi daerah,
perbankan di dasrah akan bersentuhan langsung dengan sektor riil di daerah.
Oleh karena itu, perhankan di deerah harus benar-banar mengetahui kondisi
makro skonomi daerah. Informas! mengenai kondisi makro ekonom; daerah
lersebul sangat penting untuk pengambilan keputusan mengenai kebijakan
pomberian kredit, penetapan suku bunga, dan menilai produk- produk
perbankan.
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KAJIAN KONDISI MAKRO EKONOMI DAERAH

Dalam era olonomi daerah dan desentralisast fiskal, penelitian dan kajian
mengenal kondisi malao ekonomi dacrali akan semakin besar kebutuhann ya.
Kondisi makro ekanomi daerah vang perlu dikaji oleh perbankan dacrah adalsh:

1. Pertumbuban ekonomi daerah
2.  FDREB (Freduk Domestik Reginal Bruto)
K| Ferkembangan ekonami sekicral dasrah, misalnya:
a)  Perlanian
bl  Industri pengolahan
¢l Pertambangan
d)  Listrik, gas dan air bersih
2] Bungunan
i}  Perdsgangan, hotel, dan restoran
Bl  Pengangkutan dan komunikasi
h}  Keuangan, porsewssn, dan jasa perusahaan
i]  Perbankan daerah
il Jaza-jasa
Perkembangan harga-harga di daeralt {laju inflasi di dasraly)
4,  Arus investasi di dasrah [PMA clan PRIIIN)
G, Kependudukan, antara lain:
al  Pertumbuban panduduk
b)  EKetenapakerjaan {tingkat pengangguran)
)  Kemiskinan
d]  Porkembangan Fendidikan
#)  Pertumbuhan kesehatan
6.  Keuangan pemerintah daerah (APRD)

[ u]

Selain Hu, perbankan di deerah juga harus mengikuti perkambangan
muonater yang terjadi, di antaranya adalah perkembangan tingkat suku hunga,
nilai tukar, perkembangan uang kartal, dana masyarakat yang barhasil dihimpun
perbankan, parkembangan kredit, dan perkembangan sistem pembayaran.
Sebagal pemegang fungsi Jambaga perantara keuangan, perbankan di dasrah
dituntut untuk mampu menghimpun dana dari masyerakal dan
menyalorksnnya socars tepat. Perkembangan dan pertumbuhan kredit periy
disnalisls apakah penggunasnnys untuk kansumsi, investasi, atau moral kerja.
Perlu diantisipasi agar Hidak terjadi kredit macet. Dalam ers otonomi daarsh
tersebul, sislem pembayaran di daerah akan semakin meningkat volume
transaksinya. Sistam pembayvaran dasrah mencakup perkembangan kliring lokal
sthagai indikator aklivitas ekonoml daerah, Perputaran kliring dan eok/bilyet,
aliran dana antara daereh skan meningkat, sehingga perbankan dacrah parly
memiliki data yang terkind {up to date) dan (lapat diandalkan,
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TANTANGAN PERBANKAN DAERAH

Seiring dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah, aktivitas
perekonomian daerah diberapken skan meningkal, agar kesejahteraan
mesyarakat juga meningkat. Perbankan di daersh perlu menyalaragkan
perkembangan ekonomi di daerah. Perbankan di daerah aksn dihadapkan pada
tentengan-tantangan baru, di antaranya sdaleh:

1.  Peran perbankan daerah dalam mendorong perekonomian daerah

2. Mengembangkan kerja sama dengan DPRD, pemerintah daerah, dan
kemitraan dengan pengusaha daerah lerulama useha kecil dan menengah

3. Meningkatkan mutu pelayanan dan produk-produk perbankan

4, Meningkatkan kualltas SDM

5 ];:Illir:ningkatkﬂn kualitas penelitian dan riset menpenal potensi ekonomi

rah

6, Memperbaiki manajemen perbankan daerah

7. Perseingan antarbank di daerah, misalnya BRI, BPD, BPR, bank syariah,
dan sebagainya.

Dalam era otonoml dearah, pemerintah dasrah tidek lagi diwajibkan untuk
menggunakan satu bank (BPD} untuk administrasi kenangan daerah, Pada
pringipnys, pamerintah daerah dapat bekerja sama dengan bank yang
memberikan keuntungan terbesar bagi pemarlntah daerah, apakah BPD, BRI,
atau yang lainnya. Uleh karena ilu, perbankan di daerah dituntut untuk dapat
boarsaing dalam mamhberikan pelayanan dan menghasilkan produk-produk
perbankan yang menarik bagi masyarakat daerah, Perbankan di daerah juga
dituniut uniuk dapat mengembangkan karja sama (comtract cuffrre] dengan
cara membina hubungan vang baik dengan pelaku kunci (key plovers) di dacrah,
yaiiu:

1.  masyarakat dasrah

2. DOFRD

3, pemerintah propinsi

4, pemérintah kabupaten/kota
5. pengusaha deerah

PENLITLIP

Salah satu fujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal
adalah untuk memajukan perekonomian dasrah agar tercipta kessjahieraan
masyarakal, Thjuan otonomi daerah tersebut sejalan dengan peran dan fungsi
perbankan schagal pemacy pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian,
terdapat hubungan yang sinergis antara pelaksaan otonomi daerah dengan
perbankan di daerah. Dengan dilaksanakannya ctonomi daeral, maka transaksi
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kauangan di daerah akan meningkal, Ksadaan lersebul herus didukung oleh
institusi keuangan di daerah yang semakin baik. Keberhasilan perekonondan
dearah akan lercapal apabila terdapal harmonisas! anlara kebijakan fiskal dan
kebijakan moneter. Kebijekan fiskal daerah yang termanifestasikan melalui
APBRD dan perpajakan daerah harus didukung oleh kebijakan moneter yang
termanifestasikan melalui neraca pembayaran daerah dan perbankan daerah
yang sehat. Pada prinslpnya, perekonomian daerah yang sehal dan kuat
membutuhkan perbankan daereh yeng sehat dan kuat.

i sish lain, pelaksanaan otonomd daerah juga menyebabkan munculnys
koy players di daerah. Pemain baru yang menjadi pemain kunci nantinya adalah
DPRID. Perbankan di daerah perlu malakukan kerja sama dengan pemain di
daerah, terutama adalah DPRT, masyarakat, pemeriniah deerah, dan penguseha
di daerah. Perbanksn di daceah fuga dituntut wetuk menlogkatkan koalitay
pelayanan dan kinerja manajemennya, karona mereka dihadapkan pada
persaingan di lingkat daerah.
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